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ABSTRAK

Hukum di indonesia pada prinsipnya melarang tindakan aborsi. Tetapi
keny alaannya tindakan abosri pada beberapa kondisi medis merupakan satu-
satunya jalan yang harus dilakukan dokter untuk menyelamatkan nyawa ibu hamil
yang zpengalami permasalahan keschatatan atau komplikasi }a}\g serius  pada
kehamilan. U ndang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan membuka
pengecualian larangan untuk aborsi, vaitu berdasarkan indikasi kedaruratan medis.
M:ctode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normauf.
yaitu dengan mempelajari data sekunder vaitu data vang diperoleh dari bahan
pustaka atau literatur yang terdiri dari bahan hukum pnmer (primer source) dan
bahan hukum sekunder (secondary source).

Berdasarkan hasil penelitian bahwa tindakan pengguguran kandungan
(aborsi) atas indikasi kedaruratan medis dapat dipidana jika tidak dalam keadaan
darurat. Pasal-pasal KUHPidana sangat jelas tidak memberikan peluang
dilakukanya aborsi. Pasal-pasal tersebut meminta diberlakukan secara mutlak dan
lidak ada alasan apapun untuk melakukan pengecualian. Akan tetapi, pelaku
iborsi tidak dapat dipidana jika dalam keadaan darurat sebagimana telah
lijelaskan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang

ersetujuan Tindakan Kedokteran Pasal 4 ayat (1)
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